
LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT 1I MAGELANG

Nomot : 4 Tahun 1995 i Serie D 5 No. 4

FERATURAN DAKERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG

. NGMOR 3 TAHUN 1995

TENTANG

KEDUDUKAN PROTOKOLER KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MAGELANG

Menimbang : a. bahwa Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah dan

Takoh~tokoh masyarakat tertentu, mendapat ke

dudukan protckoler yang tumbuh berkembang ber

dasarkan milai-nilai sosial dan budaya Bangsa;

b, bahwa kedudukan Ketua, Wakil Ketua dan Angge

ta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai Fe

Jjabat Negara, mendapat kedudukan protckoler -

g dalam mengikuti acara kenegaraan atau acare
resmi j

c. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut huruf a -

dan b diatas serta untuk menindaklanjuti Pera

turan Menteri Dalam Negeri tanggal 31 Juli -

1992 Nomor 9 Tahun 1992 tentang Pedoman Kedu-

dukan Protokoler Ketua, Wakil Ketua dan Anggo

ta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dipandang -

perlu mengatur Kedudukan Protokoler Ketua, Wa

kil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kabupaten Daersh Tingkat II Magelang-

dalam suatu Peraturan Daerch ;
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d. bahwa berdasarkan hal=hal tersebut huruf c

diatas perlu menetapkan Peraturan Dpersh -

Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang ten

tang Kedudukan Protokoler Ketua, Wakil Ke

tua dan Anggota Dewan Perwokilan Rakyat Da

erah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentarg

Pokak=pokok Pemerintahan di Daerah ; 6

2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 jo Fera-

turan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1950 ten

tang Pembentukan Daerah-daerah Kabupsten-

dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengzh ;

3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang —

Pokok-pokok Kepegawaian j

L. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang

Protakol ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1985

tentang Pelaksanaan Undeng-undang Nomar 16

Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan -

Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Per

wakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat (@

Dacrah sebagaimana diatur dengan Undeng-un

dang Nomor 5 Tahun 1975 dan Undang- undang

Nomor 2 Tahun 1985 ;

6, Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1980 -

tentang Peraturan Keprotokolan mengenai Ta

ta Tempat, Tata Upacara dan Tata Fenghor -

matan j i
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7. Keputusan Fresiden Republik Indonesia Nuw:;r»ls
Tahun 1972 tentang Jonis-jenis Pakaian Sipil ;.

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 T‘ahun-'

1992 tentang Pedoman Kedudukan Frotokoler, Ke-

tua, Wakil Ketua dan Anggota DFRD. .

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Deerah Kabupateri « 3
Daerah Tingkat II Magelang

MEMUTUSKAN ! .

Menetapkan : FERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MA
GELANG TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER KETUA,. WAKIL

KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PIRWAKILAN RAKYAT DALRAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan ?

2, Bupati Kepala Dacrah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat -—

I Magelang ;

b. Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah adalah Dewan Perwakilan Rak

yat Daerah Kabupaten Dacrah Tingkat II Magelang yang selan

Jutnya disebut DFRD ; %

¢. Pimpinan DFiD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua DFAD 5

- dz Pimpinan scmentara DFRD adalah Pimpinan DFRD sebelum Pim-

pinan.DFRD terpilih diambil sumpah janji dan dilantik :

0. Sekretaris. .....
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e. Sekretaris Wilayah/Daerah adalah Sekretaris Wilayah/Da

erah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang ;

f. Sekretaris DFRD adalah Sekietaris DFRD Kebupaten Dae-

rah Tingkat II Magelang ;

g. Kedudukan Protokoler adalah hak yang diberikan kepada
sesearang atau lambang untuk mendapatan penghormatan -

dan perlakuan tata tempat dalam Acara Kenegaraan atau

Acara Resmi atau Pertemian Resmi j

h. Protokol adalah serangkaian aturan dalam acara Kenega

raan atau acara Resmi yang meliputi aturan mengenai -

Tata tempat, Tata Upacara dan Tata Penghormatan sehu

bungan dengan jabatan dan/atau Kedudukannya dalam Ne

gare, Pemerintah den Masyarakat ;

i. Acara Kenegaraan adalah acara yang bersifat Kenegara-

an-yang diatur dan dilaksanakan secara terpusat serta

dihadiri oleh Pejabat Negara dan Undangan laz.mwa da

lem meleksanakan acara tertentu j

3. Acara resmi adalah acara yang bersifat resmi yang di-

laksanakan oleh Pemerintah atau Lembaga tertinggi Ne

gara dalam melaksanakan tugas dan fungsi tertentu dan

dihadiri oleh Pejabat Negara dan atau Pejabat Pemerin

tah serta Undangan lainnya 5

k. Pejabat Negara adalah Pejebat scbagaimeana dimaksud da

‘lam Undeng-undeng Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-po

kok Kepegawaian dan Peraturan Perundeng-undangen lain

nya !

1. Pejabat Pemerintah adalah Pejabat yang menduduki, Ja-

batan tertentu dalam Organisasi Pemerintah ;

m. Tokoh. ......
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m. Tokoh masyarakat adalah.seseorang yang karena kedudukan

sosialnya menerima kehormatan dari . masyarakat dan atau

Pemeriritah ; i ,
n. Tata Upacara Konegaraan adalah' aturan untuk melaksanakan

Upacara dalam Acara Kenegaraan atou Acara Resmi j

o. Tata tempat adelah aturan mengenai uruton tempat bagi Pe

jabat Negara, Pejabat Pemerintah dan Tokoh Masyarakat ter

tentu dalam Acara Kencgaraan atau Acara Resmi ,

p. Tata Penghormatan adalah aturan untuk melaksenakan pembe
rian hormat bagi Pejabat MNegara, Pejabat Pemerintzh dan —

Tokoh Masyarakat tertentu’dalsm Acara Kenegaraan ztau Aca

ra Resmi. AN .

BB II

Pasal 2 .

(1) Ketua, Wekil Ketua dan Anggota DPRD memperoleh Kedudukon

Protckoler dalam Acara Resmi ;

(2) Acara Resmi sebagaimena dimaksud ayat (1) Pasal ini meli

puti : &

. ' a. heara Tingkat Pusat yang didelexugu;'akan di Daerah an

tara lain :

1. Peringatan hori=hari Nasional/Bersejarah.
2. Peresmian Proyek Nasional.

3. Pekan' Oleh Raga Nasional.

&. Peringatan Hari Ulang Tahun Organisasi Sosial Foli

tik dan Kemasyarakatan.

5. Seminar-seminar/Rapat kerja.
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b. Acara Tingkat Daerah yang menghadirkan Pejabat Ting

kat Pusat antara lain :

1. Peringatan Hapi=heri Nasional/Bersejereh.

2. Penerimoan kunjungan kerja Fresiden/liakil Presi-

dan/l!enturlfl’a Jabnb J.aimxya/
3. Penerimaan yumu negaru asing.

4. Pelantikan dan serahterima jabatan Penjabat Nega

ra.

5. Peresmian Proyek dm.roh. .

6. Pembukaan pekan raya.

7. Peringatan Hari Ulang Tahun Organisasi Scsial To

litik dan Kemasyarakatan.

&. Seminar-seminar/rapat ker ja.

c. Acara Tingkat Dacrah yang hanya dihadiri olch FPeja

bat Pemerintah di Daersh antara lain :

1. Peringatan Hari-hari Nasional/Berscjorah.
2, Upacara pengib:-ran/penurumn bendera merah putih.

2. Pelantikan dan serah terima jabatan Fenjobat Feme

rintah.

4. Perésmian proyek daerah.

5. Penerimoan tamu pemerintah daerah baik dari Juar

moupun dalam negeri.

6. Peringatan hori ulang tohun orgenisasi Sosial Po-

litik dan Kemasyarakatan.

7. Penerimpan/mclepas kontingen Dacrah. .
8. Semfi.upr-séminar/rnpat kerja.

BAB III

B TATA TEMPAT

paa Pasal 3

Tata tempat ditentukan dengan urutan sebagai berM :
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a. Kepala Daerah, Ketua DIRD 3

b. Sckretaris Wilayah/Dacrah, Wokil Ketua DFRD, Anggota DFRD

BAB IV

TATA UPACARA

Pasal 4

. (1) Upacara dalam Acara Kenegaraan den Acars Resmi dapat

berupa Upacara Bendera atau bukan Upacara Bendera j

(2) Untuk keseragaman, kelancaran, ketertiben den kehidmatan

Jalannya Upacara dalam Acara Resmi, diselenggarckzn Tata

Upacara berdasarkan pedoman umum tata upacars dan pelek

sanaan upacara.

BAB V

TATA FENGHORMATAN

Pasal 5

(1) Dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi,Ketua, Wakil- Wa

kil Ketua dan Anggota Mendapat penghormstan sesuai de -

ngan penghormeten yang diberikan kepada Pejebat Negara.

. (2) Penghormatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) FPasal

ini selain berupa pemberian Tata Tempat, juga berupa -—

penghormaten Bendera Kebangsaan,Logu Kebangsaan dan Teng

hormatan Jenazah apabila meninggal dunia sorta pemberian

bantuan sarana yang diperluken untuk meloksanskan Acara

sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BB VI

RAPAT DFRD
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Jenis Rapat Pasal 6

Jenis Repat DIRD yang memerlukon pengaturan Tata Tempat

adalah sebagai berikut : .

a. Rapat Peripurna j

b, Rapat Paripurna Istimewa j

c. Rapat Paripurna Khusus.

Pasal 7

Pengaturon Tata Tempat dalam Rapat DiRD sebagaimang di-

moksud Pasal 6 huruf a dan ¢ Peraturan Docrah’ini ade-

lah sebagai berikut :

2. Ketua DIMD didampingi sebelah kiri Wakil-wakil Ketua

DERD 5

b. Kepala Daeran duduk sejojor dan disebelah kanan Ke —

tua DIRD j

c. Anggota DFRD menduduki tempat yang telah disedizkany

khusus untuk Anggota ;

d. Sckretaris Wilayah/Daerah den Pejobat yong telsh di

tunjuk dibelakang pencmpatan Kcpala Daerah ;

€. Sekreteris DFRD dibelakong penempatan Sckreteris Wi

lay:h/Deernh i

£. Peninjau dan undangan diatur sesuai dengan tempat. —

ang telah disedicken. i

Pasal 8

Tata Tempat dalam Rapat Paripurna Istimewa dengan Acara

..pengambilan sumpah/janji dan polantikan Kepala Daerah -
diatur sebegai berikut :
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a. Ketua DIRD duduk disebelah kiri Pojabat yang akan mengam
bil sumpah/janji dan melantik $

be Wakil-wekil Kotua DFW duduk disebeloh kiri Ketua DFRD ;

c. Anggota DTRD duduk ditompat yang telah disedicken ;

d. Kepala Dacrah yang lama duduk disobelah kanan Pejebat —

yang akan mengambil sumpah/Jnnji dan melantik ;

& Calon Kepala Dacrah yang ekan dilantik cuduk discbelah -
kiri Wakil—wokil Kotua DPI i

£. Sekretaris DFRD, peninjau dan Undangan diatur sesusi do-

ngen kondisi ruangan rapat ;

g Henten Kepala Daersh seteloh pelantiken duduk discbelah

kiri Wakil-wakil Ketua DFRD ;

h. Kepala Dacreh yang baru dilantik duduk disebelah kanan

Pejabat yang mengambil sumpah/janji dan melantik.

Pasal 9

Tata tempat dalam R;:pat Paripurna Istimewa dcngan Acara -
anbilan sumpah/janji Anggota DFAD hasil pemilihan Umum

tur sebogai berikut :

2. Pimpinan sementara DFAD duduk disebelah kiri Kepala De .

erah,

b, Ketua Fengadilon Nogori daduk disobelah kiri Pimpinen -

e JEERERPTD | 5

ASUDAN INFORMASI HUNUN OP BTN i e -i
FN DATI II MAGELANG
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¢. Anggota DFRD yang lama maupun calon Anggota DIRD yang

akan diambil sumpah/JanJi duduk ditempat yang telah -

disediakan untuk Anggota ;

d. Sekretaris DFRD duduk dibelakang pemempatan Ketua Pe

.. $ ngadilan Negeri.

¢. Rohaniwan, Pembaca Do'a dan Undangan diatur sesuai de

ngan kondisi Ruangan Rapat.

Pasal 10

Tata tempat dalam Rapat Paripufna Istimewa dengan Acara

pengembilan sumpah/jan:ji dan pelantikan Ketua dan Wakil
Ketua DIMD hasil Pemilihan Umum, diatur sebagai berikut:

a. Pimpinan sementara DFiD duduk disebelah kiri Kepala -

Daerah j

“be Ketua Pengadilan Negeri duduk disebelah kiri Pimpinan

sementara DFRD ;

c. Setelah Pelantikan Pimpinan DFRD, Wakil — wakil Ketua

DPRD duduk disebelah kiri Ketua DFRD dan mantan Pim—

pinan Sementara DFRD duduk di kursi Anggota DFRD.

Pasal 11

Pengatfirnn Teh fémpab dalam Rapat Paripurna Istimewa un
tuk pengembilan sumpah/jenji Pimpinan den atau Anggota

DPRD antar waktu diatur sebagai berikut :

a. Ketua DFRD duduk disebelah kanan Ha}dl-flak:ll Kot.ua &

DFRD ;

Y. Kepala Daerah duduk disebelah kanan Ketua DHID i

c. Calon Pimpinan dnn/utau Anggota DIRD antiar wukbn disfl

. diaken tempat khusus ;

.d Anggota DFRD duduk ditempat yang telah disediakan i

€
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e, Sekretaris DPRD di bolokang pencmpsten Wakil-wakil Ketua

DFRD ; T

£. Undangan, Peninjausn, Rohaniwan, Pembaca Do'a diatur se

suai dengan kondisi ruang rapat.

Q)

(2)

()

2)

(1)

(2)

BAB VII

TATA PAKAIAN

Pasal 12

Dalam Acara pengambilan sumpah/,}an,ji dan pelantikan Ang
gota DFRD, Kepala Daerah mengancken Pekaizn Dinas Upaca

Ta Besar (PUDB) ;(

Pimpinan DPRD lama dan Anggota DFD yang akan diambil -

sumpah/jonji den dilantik mengencken Pakaian Sipil Leng
kap (FSL)

Pasal 13

Dalam Acara pengambilan sumpeh/janji dan pelantiken Pim
pinen DPRD, Kepala Daerah mengenskan Pakaian Upacara Be

sar (PDUB).

Pimpinan DFRD yang diambil Sumpah/jenji den dilentik me

ngencken Pakaian Sipil Lengkap.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tuges schari=hari dan menghadiri Ra

pat Faripurna, Pimpinan DIRD dan Anggota DFRD mengenaka

kan Pakaian Sipil Herian.

“Dalam hel menghediri Ropat Feripurna Poenandatanganan -

Peraturan Daerah, Pengtapan AFBD, Rapet Paripurna Isti-

mewa dan Rapat Poripurna Khusus, Pimpinan DFRD dan Ang

gota DFRD mengenakan Pekaian Sipil Resmi (PSR).
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(3) Dalam hal ménghediri pengambilan sumpah/janji Arggota
DFRD dan menghadiri pelaktikan Kepale Daerah, Pimpinan

DITD dan Anggote DFD mengenakan Rakaion Sipil Lengkap

(msL). — '

BAB VIII

: “ TATA URUTAN NOHOR KENDARAAN® 6

Pasal 15

(1) Nomor Kendaraan Dinas Ketua DFRD _adalah setelah Nomor

Urut Kendaraan Kepala Daerah j [

(2) Nomor Kendaraan Dinas Wakil Ketua DFRD adalah sctelah

Nomor Urut Kendaraan Sekretaris Wilayah/Daerah.

i BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Dicroh ini disebut juga Feraturan Dacrah tentonf()

Kedudukan Protokoler DPRD.
i

Fasal 17

Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini se

/ panjang ‘mengenai pelnksnmanrvn ditetopkan oleh Kepala Da

erah,
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Peraturan Dacrah ini berlaku sojak tanggal diundangkan

Agor supaya sctiap orang dapat mcr‘é;{.ahuiwa,mima)kan
pengundangon Peraturan Daerah ini dengan penempatannya da

lam Lembaran Dacrah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid

Pada tanggal 21 Jamueri 1995

. D.P.R.D BUPATI KEFALA DAERAH TINGKAT II
KABUPATEN DATI II MAGELANG MAGELANG

KETUA

ttd ttd

SUGIHARDJO KARDI

DISAHKAN

Dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I

Jawa Tengah

Tanggal 18 Mei 1995, No. 188.3/124/1995

An. Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I

Jawa Tengah

. . Pj. Kepale Biro Hukum

ttd

SUTJI As'mm, SH

Penata Tingkat I

NIr, 010 088 157
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Di Undangkan dalam Lembaran Daerah

. Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang

Nomor 4 Tahun 1995, Tanggal 26 Mei 1995

Serie D ; Nomor 4

Sekretaris Wilayah/Dacrah "

ttd

Drs. TJUK SUSILO.

NIF. 010 057 057. _ . (
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PENJELASAN

FERATURAN DABRAH KADUPATEN DAIRAH TINGKAT II MAGELANG

NOMOR 3 TAHUN 1995

TENTANG

KEDUDUKAN TROTOKOLER KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN DAIRAH TINGKAT II MACELANG

PENJELASAN UMUN,

bahwa didalam mengikuti acara Kenegaraan atau acara

resmi, Pejabat Negara, Pejabat Pemerintzh dan tokoh ma

syarakat tertentu memperoleh kedudukan protakoler yarg

pada pokoknya meliputi Tata Tempat, Tata Upecara dan Ta

ta Penghormatan serta Tata Pakaian maupun Tata Uruten No

mor kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada Undarng —mn

dang Nomor 8 Tahun 1987.

Kedudukan Ketua, Wakil Ketua dan Anggotz Dewan Per

wakilan Rakyat Daerah sebagai Pejabat Negara sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 11 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974

memperoleh Kedudukan Protokoler yang mengatur Felaksana—

annya ditetapkan dalam Peraturan Daerah dengan perpedom—

an pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tehun -

1992.

FENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 sempai dengan Pasal 6 : Cukup jelas.

Pasal 7 : Wakil Ketua DFRD yang

mendapat tugas memim —

pin rapat duduk disebe

lah kiri langs Ke -
tua DFRD. g

Pasal 8 sampai dengan Pasal 18 : Cukup jelas.
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